
  

    

  
    

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 92 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI BARITO KUALA, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap aturan dari pusat 
untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, untuk 
memenuhi kebutuhan tambahan penghasilan PNS serta 

adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap 
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 83 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 
71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati  

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),  sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 
2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

 



  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6187); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5340); 
 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

 
 
 

 
 

 



  

11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155): 

 
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
  
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 
 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun   2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 

 
 

 



  

19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

20.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonoesia Tahun 2014 Nomor 81);  

 
21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonoesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonoesia Tahun 2020 Nomor 155); 
 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri  Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310);  
 
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri  Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 
 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

 

 
 

 



  

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 
 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran 

Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

 

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

 
29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 
2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 250); 

 
30.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

 
31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode 
Ketiga Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164); 

 
 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah       
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010  

Nomor  11); 
 
                     33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016  Nomor  34); 

 
34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Kuala Tahun 2019  Nomor  70); 

 
                     35.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Kuala Tahun 2020  Nomor  5). 
 

 
 
 



  

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  KEDUA  
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 71 TAHUN 

2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 
 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 71 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan : 

 
a. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 71 Tahun 2020 diubah sebagai 

berikut : 
 

1.  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020  

sebagai berikut : 
1. Pendapatan     

    a. Pendapatan Asli Daerah     Rp. 60.577.580.739,00 
    b. Dana Perimbangan              Rp. 936.926.862.895,00 

    c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 347.903.719.324,00 
        Jumlah pendapatan            Rp. 1.345.408.162.958,00 

 

2. Belanja 
    a. Belanja Tidak Langsung :  

        1) belanja Pegawai                     Rp. 544.753.457.195,00 
        2) Belanja Bunga                                                        Rp- 

        3) Belanja Subsidi                                                       Rp- 
        4) belanja Hibah                        Rp. 12.387.482.390,00 
        5) Belanja Bantuan Sosial         Rp. 3.064.475.000,00 

        6) Belanja Bagi Hasil                 Rp. 2.902.924.045,00 
        7) Belanja Bantuan Keuangan   Rp. 222.780.152.700,00 

        8) Belanja Tidak Terduga           Rp. 103.154.343.548,56 
                              Rp. 889.042.834.878,56 

 
     b. Belanja Langsung : 
         1) Belanja Pegawai                    Rp. 16.761.989.491,00 

         2) Belanja Barang dan Jasa      Rp. 285.087.904.312,00 
         3) Belanja Modal                       Rp. 269.747.961.872,00 

                                                          Rp. 571.597.855.675,00 
Jumlah Belanja                                  Rp. 1.460.640.690.553,56 

Surplus/Defisit                               (Rp. 115.232.527.595,56) 
 
 

 
 

 
 



  

3. Pembiayaan 

    a. Penerimaan                                Rp. 139.832.527.595,56 
    b. Pengeluaran                               Rp. 24.600.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto            Rp. 115.232.527.595,56 
        

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
tahun berkenaan                                                                Rp-       

  
2.  Merubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 

71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 71 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020, yang daftar perubahannya sebagaimana tercantum pada 
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

3. Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud angka 2 di atas 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 

Kuala. 
 

Ditetapkan di Marabahan 
pada tanggal 30 November 2020  

 

BUPATI BARITO KUALA, 
        

             
 

Hj. NOORMILIYANI AS. 
 
Diundangkan di Marabahan 

pada tanggal 30 November 2020     
 

   Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA 

 
 
 

         H. ABDUL MANAF 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 92 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


